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Nama  : Maznil Rifaat 

NIM  : 02011281722279 

Judul  : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi 

Pelanggan Telkomsel 

ABSTRAK 

Dengan berkembangnya teknologi ke arah digital secara pesat tentu akan memberikan 

banyak kemudahan dalam memenuhi suatu kebutuhan. Agar terkoneksi ke internet 

tentunya provider selalu mewajibkan pelanggannya untuk mengisi data-data pribadi. 

Di lain sisi sistem keamanan data pribadi masih sangat rentan dan sering mengalami 

kebocoran data pribadi. Dalam permasalahan ini Telkomsel sebagai penyelenggara 

data pribadi diduga telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (lalai) dalam 

menjaga data pribadi pelanggannya. Akibat dari kelalaian tersebut, salah satu data 

pribadi pelanggan Telkomsel tersebar ke media sosial dan menimbulkan kerugian 

materil maupun imateril bagi pemilik data pribadi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan perlindungan data pribadi, dan 

untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan data pribadi pelanggan Telkomsel. 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu pemerintah dan DPR lebih mempercepat 

serta menuntaskan dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan pemerintah harus memberikan 

perlindungan yang optimal kepada pengguna data pribadi. 

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Data Pribadi, Pelanggan Telkomsel 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Percepatan transformasi teknologi ke arah digital pada era revolusi 4.0 

sekarang ini terasa sungguh luar biasa cepatnya. Transformasi tersebut dapat 

mempermudahkan masyarakat dalam memenuhi suatu kebutuhannya. Menurut 

Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pengerapan, 

masyarakat perlu meningkatkan literasi digital untuk benar-benar mendapatkan 

manfaat dari transformasi digital yang terjadi saat itu. Mengutip hasil survey Literasi 

Digital Indonesia 2020, indeks literasi digital Indonesia masih di angka 3,47 dari skala 

1-5. Artinya semakin tinggi angka tersebut, semakin baik.1 

Dapat dilihat hampir semua aktivitas dilakukan secara virtual seperti 

contohnya pemanfaatan sistem informasi bidang perdagangan (e-commerce), belanja 

online, belajar dalam system video conference, maupun komunikasi secara langsung 

menggunakan teknologi elektronik.2

 
1“Tantangan Indonesia: Literasi Rendah, Privasi Pun Bermasalah” (Kompas, 18 Maret 2021), 

hlm. 1  
2 Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan 

Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, Jurnal UNS, 2016. Diakses melalui 

https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8712, tanggal 26 Agustus 2020 Pukul 20:56 WIB, hlm. 23. 

https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8712
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Dalam hal ini, seseorang yang menggunakan jasa dari teknologi tersebut dapat 

dikatakan sebagai konsumen. Konsumen adalah setiap orang atau badan hukum yang 

menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi untuk 

kepentingan pribadi, atau keluarga, atau orang lain, maupun makhluk lain yang tidak 

untuk diperdagangkan.3 Setiap konsumen mempunyai hak salah satunya yaitu hak 

untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama pemakaian barang atau jasa. 

Hak atas konsumen tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disingkat UUPK/Perlindungan 

Konsumen) dengan maksud untuk menjamin atas keamanan dan keselamatan kepada 

seorang konsumen selama pemakaian dan pemanfaatan produk tersebut. 

Dalam perkembangan sebuah teknologi saat ini, semua informasi yang 

berhubungan dengan diri seseorang juga termasuk kedalam bagian data pribadi. Perlu 

di renungkan kembali bahwa data pribadi merupakan salah satu asset yang sangat 

berharga untuk dijaga dalam kerahasiaannya karena terhadap data pribadi tersebut 

memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi pemilik data pribadi. Apabila data 

pribadi tersebut diketahui oleh orang yang tidak memiliki hak atau kewenangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan maka tentu saja dapat disalahgunakan oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai kepentingan dan berujung sensitif 

terhadap keamanan, kenyamanan dan keselamatan pemilik data tersebut. 

 
3 Vide Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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Data pribadi yang berkenaan dengan data kependudukan seperti NIK4, E-

KTP5 dan KK6 penting untuk dilindungi dan dijaga agar data tersebut tidak mudah 

diketahui publik. Sebagaimana menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “data pribadi adalah data perseorang 

yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi 

kerahasaiaannya”.7 Menurut Siswanto Sunarso, informasi elektronik atau data pribadi 

merupakan sekumpulan data elektronik yang sudah diolah sehingga mempunyai 

gambaran atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.8 

Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, 

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga 

kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Dalam angka 2 pada peraturan tersebut 

“Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang 

 
4 Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disingkat NIK) diatur secara khusus dalam Pasal 1 

angka 12 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kepenudukan. Pengertiannya sendiri adalah nomor identitas penduduk 

yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk 

Indonesia. 
5 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutnya disingkat E-KTP) diatur secara khusus dalam 

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengertiannya sendiri adalah Kartu Tanda 

Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 
6 Kartu Keluarga (selanjutnya disingkat KK) diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 13 

Undang-Undang nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan. Pengertiannya sendiri adalah kartu identitas keluarga yang 

memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 
7 Vide Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 
8 Siswanto Sunarso, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari 

/ Siswanto Sunarso, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 49. 
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melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-

masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan”.9 

Jadi, dalam data pribadi tersebut tersimpan berbagai fakta-fakta, komunikasi 

atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan sebuah informasi yang 

bersifat rahasia, privasi dan sensitif terhadap yang bersangkutan. Apabila data pribadi 

tersebut diketahui publik maka akan menimbulkan resiko terhadap keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan bagi pemilik data itu seperti penyalahgunaan data 

diantaranya aksi penjualan data, data profiling, tujuan pemasaran, bahkan data pribadi 

bisa saja digunakan kedalam motif tindak kriminal seperti pembuatan akun palsu, 

penipuan, aksi terror, kejahatan kesusilaan, dan berbagai motif lainnya.10 Oleh karena 

itu perlu adanya pengaturan yang spesifik tentang perlindungan data pribadi sebagai 

penjamin terhadap keamanan, keselamatan serta kenyamanan terhadap hak konsumen.  

Terkait perlindungan data pribadi di Indonesia sampat saat ini masih belum 

memiliki satu pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Namun 

Indonesia baru memiliki aturan tentang perlindungan data pribadi yang tersebar di 

berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

 
9 Vide Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. 
10 Lia Sauntunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi 

Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia”, Jurnal Unsyiah, 2018. Diakses melalui 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11159, tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 22:08 WIB, 

hlm. 370. 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11159
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1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam 

Sistem Elektronik. 

Saat ini Indonesia baru memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan 

Data Pribadi (Selanjutnya disingkat RUU PDP) yang masih dalam proses pembahasan 

di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU PDP tersebut dibuat untuk meningkatkan 

efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi tersebut. Substansi dari RUU 

PDP tersebut mempunyai jangkauan dan arah pengaturan dalam memberikan batasan 

hak dan kewajiban terhadap setiap tindakan perolehan dan pemanfaatan semua jenis 

data pribadi yang dilakukan di Indonesia.11 

Data pribadi menjadi sebuah hal yang vital karena penggunaannya dalam 

jaringan akan menghambat sebuah transaksi apabila merasa keamanan atas privasi dan 

data pribadi tersebut terancam. Sebagai contoh kasus yang sebagian besar masih di 

 
11 Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, Perlindungan Privasi Dalam Era Ekonomi 

Digital Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018, hlm. 92-93. 
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hadapi oleh pelanggan Telkomsel sebagai konsumen yang menggunakan produknya. 

Tidak sedikit lagi pelanggan Telkomsel mengeluh terhadap masuknya berbagai macam 

notifikasi pesan singkat/SMS dari nomor tidak dikenal yang langsung masuk ke telepon 

seluler setiap harinya. Dalam notifikasi tersebut banyak sekali penawaran yang 

meresahkan dan menganggu kenyamanan pelanggan Telkomsel seperti Promosi 

produk, Pinjaman online, Info pemenang Sim Card, Investasi murah meriah, Pemenang 

undian, Info pemenang dari Shopee, Orang mengaku minjam uang, Judi online, dan 

masih banyak lagi motif yang digunakan dengan menggunakan nomor telepon yang 

tidak sama pada setiap SMS nya.  

Gambar 1. Spam SMS nomor tak dikenal 

Sumber : kompas.com (Diakses 10 Oktober 2020) 

Sebuah keganjilan yang terjadi pada contoh diatas dilakukan secara sepihak 

tanpa adanya persetujuan atau sepengatahuan dari pelanggan Telkomsel sebagai 
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konsumen yang menggunakan produk tersebut. Bahkan lucunya pelanggan Telkomsel 

sendiri tidak pernah berurusan apalagi menyerahkan data pribadi miliknya kepada 

pelaku usaha yang bersangkutan. Bahkan juga ada pelanggan Telkomsel setelah 

registrasi Sim Card nya hanya sebatas digunakan untuk internetan saja tapi nomor 

tidak dikenal tersebut masih saja masuk dan berkeliaran dalam notifikasi pelanggan 

baru Telkomsel tersebut. Sebagai konsumen dari Telkomsel jelas telah menganggu 

kenyamanan pelanggan. 

Gambar 2. Data pribadi Denny Siregar yang di unggah oleh akun Twitter milik 

@opposite6891 

Sumber: cyberthreat.id (Diakses 10 Oktober 2020) 

Tidak hanya pada kasus notifikasi nomor tak dikenal yang membuat 

kegelisahan pelanggan Telkomsel. Pada Hari Minggu, 5 Juli 2020 Telkomsel masih 

menjadi trading topik di media sosial terkait isu dugaan bocornya data-data pribadi 
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pelanggan Telkomsel. Kasus tersebut langsung dialami pada salah satu penggiat media 

sosial sekaligus sebagai pelanggan Telkomsel yaitu Denny Siregar. Terhadap isu 

bocornya data pribadi pelanggan Telkomsel tersebut, semua data pribadi Denny Siregar 

di unggah oleh orang yang tidak dikenalinya ke akun Twitter milik @opposite6891. 

Dalam unggahan tersebut sangatlah jelas dan lengkap atas keterangan data pribadi 

untuk diketahui publik bahkan sistem operasi perangkat, jenis operator yang 

digunakan, serta nomor IMEI12perangkat yang digunakan pada saat itu juga dapat 

diketahui.13 

Kejadian tersebut sangatlah merugikan seorang konsumen karena si pelaku 

juga dapat mengetahui secara detail seperti alamat rumah korban, mengetahui anggota 

keluarga korban, akun media sosial yang dimiliki oleh anggota keluarga korban, 

bahkan setiap harinya korban menerima berbagai macam paket kiriman belanja online 

dengan sistem bayar di tempat/Cash on Delivery, dan juga berkemungkinan jika kita 

berbeda pandangan politik dengan yang lain maka data pribadi merupakan ancaman 

serius seperti adanya teror keluarga, mengancam dan membunuh serta membakar 

mereka.14  

 
12 Internasional Mobile Equipment Identity  (IMEI) adalah nomor identitas khusus yang 

dikeluarkan oleh asosiasi GSM (GSMA) untuk tiap slot kartu GSM yang dikeluarkan oleh produsen HP. 

Diakses melalui https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-imei-dan-dampak-mengatasi-jika-imei-hp-

tidak-terdaftar-dan-terblokir/ pada tanggal 01 September 2020 pukul 15:23 WIB. 
13 Data Pribadi Denny Siregar Diumbar Di Twitter, Ini Respon Telkomsel,. Diakses melalui 

https://cyberthreat.id/read/7440/Data-Pribadi-Denny-Siregar-Diumbar-di-Twitter-Ini-Respons-

Telkomsel pada tanggal 01 September 2020 pukul 01:43 WIB. 
14 Denny Siregar : Gugat telkomsel, diakses melalui  akun Youtube CokroTV di Upload 8 Juli 

2020. Keterangan tersebut penulis kutip berdasarkan keterangan pribadinya sebagai korban kebocoran 

data pribadi pelanggan Telkomsel. 

https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-imei-dan-dampak-mengatasi-jika-imei-hp-tidak-terdaftar-dan-terblokir/
https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-imei-dan-dampak-mengatasi-jika-imei-hp-tidak-terdaftar-dan-terblokir/
https://cyberthreat.id/read/7440/Data-Pribadi-Denny-Siregar-Diumbar-di-Twitter-Ini-Respons-Telkomsel
https://cyberthreat.id/read/7440/Data-Pribadi-Denny-Siregar-Diumbar-di-Twitter-Ini-Respons-Telkomsel
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Gambar 3. Kasus Bocor Data, Denny Siregar Gugat 7 Komisaris Provider 

Sumber: akurat.co  (Diakses 05 Oktober 2021) 

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan pada latar belakang diatas bahwa 

keamanan data pribadi pelanggan Telkomsel sangatlah penting untuk dijaga 

kerahasiaannya. Dengan demikian penulis sangat tertarik dan berkeinginan untuk 

meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi sebagaimana 

dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data 

Pribadi Pelanggan Telkomsel” 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah penulis jabarkan 

sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadikan penulis tertarik untuk mengupasnya 

dalam pembahasan penelitian ini. Jika dirumuskan dalam sebuah pertanyaan, maka ada 

beberapa hal yang dijadikan sebagai rumusan masalah, diantaranya : 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi ?  

2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi pelanggan 

Telkomsel ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan perlindungan data pribadi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap keamanan 

data pribadi pelanggan Telkomsel. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian pasti ada manfaatnya, manfaat yang diharapkan oleh penulis 

terhadap penelitian skripsi ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 

a) Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dibidang hukum 

perlindungan konsumen. 

b) Hasil penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut 

dibidang perlindungan konsumen. 

c) Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan literatur bagi para pembaca 

untuk dijadikannya sebagai sumber referensi pada bidang yang sama atau 

bidang yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Sebagai sumbangan pemikiran dan rujukan bagi praktisi hukum seperti para 

hakim, jaksa, advokat, pengamat hukum, lembaga/institusi lainnya dan 

masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang perlindungan 

konsumen dari keamanan data pribadi. 

b) Diharapkan agar berguna bagi para pembuat kebijakan publik berupa 

gambaran dalam perlindungan hukum konsumen terhadap pentingnya 

perlindungan/keamanan data pribadi bagi konsumen. 
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E. Ruang Lingkup  

1. Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup kajian dalam bahan penelitian ini adalah ketentuan hukum 

mengenai keamanan data pribadi dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Ruang Lingkup Objek Kajian 

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengkaji 

tentang pengaturan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari 

keamanan data pribadi apabila mengalami kebocoran data pada Telkomsel. 

 

F. Kerangka Teori 

Istilah kerangka konseptual juga sering dipakai dengan istilah landasan teori. 

Landasan teori berisi tentang butir-butir teori yang yang akan digunakan pada saat 

penelitian.15 Menurut Bruggink, teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling 

berkaitan dan berkenaan dengan sistem konseptual pada aturan-aturan dan putusan-

putusan hukum.16Adapun tujuan dari kerangka teori ini adalah untuk membantu dalam 

 
15 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis, Suaka Media: 

Yogyakarta, 2015, hlm. 44. 
16 Uswantun Hasanah dan Eny Suatuti, Buku Ajar Teori Hukum, Surabaya: Scopindo Media 

Pustaka, 2019, hlm. 3. 
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menyusun alur berfikir yang mengarah kepada penarikan kesimpulan. Penelitian ini 

menggunakan teori sebagai berikut : 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat 

dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat. Menurut Hans Kalsen, hukum itu adalah 

sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan tentang aspek “seharusnya” 

(das sollen), yang disertai dengan beberapa peraturan tentang apa yang harus 

dilakukan. Undang-undang yang berisikan peraturan yang bersifat umum akan menjadi 

pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam masyarakat, baik hubungan secara 

individu maupun secara masyarakat. Peraturan tersebut akan menjadi batasan bagi 

masyarakat sehingga dalam pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian 

hukum.17 

Menurut Gustav Radbruch yang menjelaskan tentang kepastian hukum bahwa 

hubungan antara keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. Oleh karena itu 

kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif 

tersebut harus ditaati. Walaupun jika terdapat substansinya dirasa kurang adil atau 

kurang sesuai dengan tujuan hukum, tetapi terdapat pengecualian yakni adanya 

pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata 

 
17 Rommy Haryono Djojorahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di 

Peradilan Perdata”, Jurnal Media hukum dan Peradilan, Agustus 2019, diakses melalui 

http://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojorahardjo_MEWUJUDKAN%20A

SPEK%20KEADILAN%20DALAM%20PUTUSAN%20HAKIM.pdf tanggal 12 November 2020 

Pukul 23:48 WIB, hlm. 93. 

http://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojorahardjo_MEWUJUDKAN%20ASPEK%20KEADILAN%20DALAM%20PUTUSAN%20HAKIM.pdf
http://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojorahardjo_MEWUJUDKAN%20ASPEK%20KEADILAN%20DALAM%20PUTUSAN%20HAKIM.pdf
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hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh di lepaskan.18Gustav 

Radbruch juga mengemukakan 3 (tiga) nilai identitas yang harus ada dalam hukum, 

yaitu : 

1. Asas kepastian hukum (Rechtmatigheid) 

Asas ini meninjau dari sudut yuridis. 

2. Asas keadilan hukum (gerechtigheit) 

Asas ini meninjau dari sudut filosofis yang mana keadilan merupakan 

kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. 

3. Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau 

utility)19 

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum 

tersebut dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya  

dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan 

yustisiable (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa 

seseorang yang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan 

tertentu.20Kepastian hukum menurut Ultrecht dibagi menjadi dua pengertian yaitu :  

 
18 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm. 

30. 
19 Eddy Amy, Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 42. 

20 R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of 

Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights 

And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In 

Judicial Review)”, e-Jurnal, Agustus 2016, diakses melalui https://e-

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151
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1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu bertindak perbuatan 

mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. 

2. Adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah 

karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut membuat 

individu mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

negara terhadap individu. 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari Yuridis Dogmatis yang berasal dari 

aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai 

suatu yang otonom dan mandiri karena penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya 

sekumpulan aturan. Maka dari itu bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tak lain 

sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.21 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan serta jaminan yang 

diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak yang diperoleh sebagai 

subjek hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hukum 

harus memberikan perlindungan kesemua pihak karena setiap orang memiliki 

kedudukan yang sama dihadapan hukum (Equality before the law). Menurut Satjipto 

 
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151 tanggal 11 November 2020 Pukul 19:47 WIB, hlm. 

194. 

21 Rommy Haryono Djojorahardjo, Loc. Cit., hlm. 94. 

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151
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Raharjo, perlindungan hukum adalah pengayoman yang diberikan kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan yang disebabkan oleh orang lain dan perlindungan itu 

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh 

hukum. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, 

ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.22 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan penguasa yang tidak 

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.23 

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif 

dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan 

perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang 

mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, 

sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.24 

 
22 Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah 

Tapak Dalam Kontrak Jual Beli, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 206. 
23 Soetiono, Disertasi: “Rule of law” (Surakarta Fakultas Hukum Unversitas sebelas Maret, 

2004), hlm. 3. 
24 Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI)”, Jurnal Negara Hukum, Pusat Penelitian Hukum Badan Keahlian DPR RI, Komplek 

MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2, 2016, diakses melalui  

https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949/560 tanggal 12 November 2020 Pukul 23:23 

WIB, hlm. 40. 

https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949/560
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Terkait dengan data pribadi, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai 

penjagaan agar data pribadi yang telah didaftarkan oleh konsumen sebagai pelanggan 

Telkomsel dapat dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Tujuan perlindungan hukum ini 

adalah untuk menjamin hak-hak pelanggan Telkomsel sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 4 angka 1 UUPK yaitu hak atas kenyamanan dan keamanan dalam 

mengkonsumsi barang atau jasa.25 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gelaja hukum tertentu dengan cara menganalisis. Penelitian tersebut juga 

dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk kemudian 

mengupayakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di 

dalam gejala bersangkutan.26 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif. 

Penelitian normatif menurut Soejorno Soekanto adalah penelitian hukum yang 

 
25 Vide Pasal 4 angka 1 UUPK. Secara lengkap dijelaskan bahwa Hak Konsumen adalah hak 

atas kenyaman, keamanan, dan keselamtan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
26 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris, 

Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 16. 
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dilakukan berdasarkan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi 

hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.27 

 

2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statune Approach) 

Penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan 

perundang-undangan sebagai bahan utama dalam melakukan 

penelitian.28Dalam pendekatan ini penelitian dilakukan dengan cara 

menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat 

dengan permasalahan yang sedang dihadapi.29  

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan penelitian ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian 

permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-

konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-

nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan 

dengan konsep-konsep yang digunakan.30 

 
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta : Raja Grafaindo Persada, 2011, hlm. 119.  
28 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, Surabaya: CV. Jakad Media 

Publishing, 2020, hlm. 87. 
29 Ibid.  
30 Ibid., hlm. 89. 
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3. Jenis dan Bahan Hukum 

Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian perpustakaan 

(library research) dan kemudian juga didukung dengan menggunakan data-data 

lapangan dari hasil wawancara, dengan data sekunder sebagai data pokok. Dengan cara 

menelusuri bahan-bahan hukum yang terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari sumber 

hukum arti formil yang berbentuk tertulis yang digunakan untuk mengkaji persoalan 

hukum 31mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi, bahan 

hukum berupa : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). 

 
31 Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. I, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019, 

hlm. 62. 
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e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013). 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Dan Transaksi Elektronik 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik  

h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. 

i) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk 

memberikan penjelasan atau sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer32 seperti 

rancangan undang-undang, pendapat ahli (doktrin) atau teori-teori yang diperoleh dari 

literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dalam 

penelitian yang sedang diangkat. 

 

 
32 Ibid. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk 

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada bahan hukum 

sekunder ini terdiri Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan 

ensiklopedia.33 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini 

didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi kepustakaan. Hal ini bermaksud 

untuk mengumpulkan dan penelusuran literatur serta melakukan analisis terhadap 

sumber-sumber bagian hukum yang menunjang dalam skripsi ini. 

Studi keperpustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan 

perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat, serta juga menyeleksi 

berbagai macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan 

bertentangan satu sama lain. Teknik ini bertujuan untuk membuat klarifikasi terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis. 

 

 
33 Sukiyati, dkk., Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019, 

hlm. 24. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam Teknik ini penulis menggunakan metode analisis sistematis kualitatif, 

yakni menguraikan data-data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang tertib, 

logis, sistematis34, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman data yang bertujuan 

untuk mengerti dan memahami permasalahan yang di teliti. Dengan menganalisis data 

baik secara primer maupun sekunder, akan menghasilkan suatu kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

hasil akhir dari penelitian yang kemudian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. 

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir 

deduktif, yaitu cara berfikir penarikan kesimpulan dari umum (teori, konsessus, 

hukum) untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus.35

 
34 Sistematis menurut KBBI diartikan sebagai sebuah keteraturan berdasarkan system atau 

dilakukan dengan cara yang telah diatur sedemikian rupa. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad 

dalam bukunya, Sistematis adalah berfikir serta berbuat yang bersistem yaitu berurutan, runtun, serta 

tidak tumpang tindih.  
35  Didin Fatihudin, Metode Penelitian: Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi¸Taman 

Sidoardjo: Zifatama Publisher, 2015, hlm. 14. 
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